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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Bendahara pada Kantor 
Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo berdasarkan kegiatan kerjanya. 
 
Pengumpulan  data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara, 
observasi   dan   riset   kepustakaan.   Langkah-langkah   analisis   yang   digunakan   yaitu   : 
menetapkan input, output sebagai indikator kinerjanya berdasarkan kegiatan kerja Bendahara. 
Kegiatan kerja tersebut didasakan Undang-undnag ataupun aturan-aturan yang berlaku dan 
membandingkannya untuk 2 tahun terakhir. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan dan data yang telah diperoleh 
dari  hasil  penelitian  terhadap  kinerja  bendahara  tersebut,  maka  didapatkan  hasil  bahwa 
kinerja Bendahara pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo bisa dikategorikan baik 
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1.1. Latar Belakang.  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk 
mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. 
Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga 
zmenyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini,  DPR dengan hak legislasi,  penganggaran, dan 
pengawasan yang dimilikinya akan lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar 
dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian 
negara dengan baik.  
Dalam rangka usaha mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan 
Negara, pengelolaan keuangan Negara harus dilaksanakan secara professional, terbuka dan 
bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan di dalam UUD 1945. Presiden 
selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara yang dikuasakan 
kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan 
Negara yang dipisahkan. 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat 
bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Saldo kas 
minimal ini merupakan buffer cash yaitu suatu cadangan kas yang harus ada di kas negara yang 
dipergunakan untuk menutup pengeluaran. Jika saldo kas minimal telah ditetapkan maka saldo kas 
pemerintah setiap hari diupayakan untuk mendekati patokan tersebut dan setiap rupiah di atas saldo kas 
minimal tersebut akan ditempatkan atau diinvestasikan dalam instrumen investasi jangka pendek.  
Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan dukungan dari setiap kementerian negara/lembaga dan 
pihak terkait untuk menyampaikan proyeksi penyetoran dan perkiraan pembayaran secara periodik 
kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Laporan tersebut kemudian dikompilasi untuk disusun menjadi  
perencanaan kas yang merupakan rencana realisasi anggaran. Tingkat akurasi dari perencanaan kas 
sangat dipengaruhi oleh kecermatan pembuatan perkiraan penyetoran dan perkiraan pembayaran  
masing-masing departemen/lembaga 
 
Menteri Keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara 
nasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara  dan pejabat lain yang ditunjuk sebagai 
kuasa Bendahara Umum Negara bukan hanya sebagai kasir yang berwenang melaksanakan penerimaan 
dan pengeluaran anggaran tersebut melainkan juga sebagai pengawas keuangan dan manajer keuangan. 
Untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi tersebut maka Anggaran yang ada harus sesuai 
dengan perencanaan dan pengelolaannya, untuk itulah maka setiap kementerian negara/lembaga 
mengangkat seorang bendahara yang bertugas untuk mengelola anggarannya dalam rangka membantu 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara  untuk mewujudkan penggunaan APBN secara 
efektif dan efisien. 
Bendahara mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, 
manatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam 
pengelolaannya.  
Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya selaku pengguna APBN berusaha untuk 
membuat perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga anggaran yang dialokasikan dapat 
digunakan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan penggunaan anggaran yang sesuai dan bersih 
dari kegiatan-kegiatan KKN di wilayah Peradilan maka Mahkamah Agung mengalokasikan dana ke 
jajaran dibawahnya  sesuai dengan usulan rencana kerja dan anggaran yang telah di telaah dan dibuat 
sebelumnya agar laporan keuangan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas karena pada 
dasarnya anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana 
pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut 
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode, pendapatan dalam hal ini adalah semua 
penerimaan rekening kas umum negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
pemerintah.  
Selain itu Mahkamah Agung juga terus meningkatkan sistematika realisasi anggaran yang 
efektif dan efisien melalui langkah-langkah nyata baik dari segi administrasi perkara maupun 
administrasi umum, Salah satunya adalah dengan melakukan keterbukaan terhadap informasi mengenai 
realisasi penggunaan anggaran di Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Peradilan dibawahnya, 
termasuk Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo. Dalam rangka menjalankan keterbukaan di dalam 
wilayah Peradilan seperti yang diamanatkan oleh SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.144/SK/KMA/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, maka Mahkamah Agung 
Republik Indonesia sering mengadakan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk 
meningkatkan akurasi dalam pengelolaan anggaran dan juga secara tidak langsung untuk meningkatakan 
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dalam wilayah peradilan.  
Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang merupakan salah satu jajaran yang dibawahi oleh 
Mahkamah Agung juga mengikuti aturan pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran dengan 
mengangkat seorang bendahara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo Bendahara mempunyai peran sentral 
dalam pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan pengeluaran sampai dengan pengarsipan bukti-
bukti pengeluaran dan penerimaan yang kemudian akan dibuatkan laporannya secara berkala. Bertitik 
tolak dari uraian tersebut di atas, terlihat betapa pentingnya peranan dari bendahara sehingga penulis 
tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi ini dengan judul : “Evaluasi Kinerja Bendahara Pada 
Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo” 
1.2. Rumusan Masalah  
Masalah pokok dalam penulisan ini adalah Bagaimana Kinerja Bendahara pada kantor 
Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini 
berkaitan dengan Undan-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan apakah 
kegiatannya sudah dapat berjalan dengan efektif. 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
 Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan sistem kerja bendahara pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B 
Palopo. 
2. Untuk mengetahui apakah kegiatan kebendaharaan yang dilakukan pada kantor Pengadilan Negeri 
Kelas I B Palopo sudah sesuai dengan peraturan yang ada. 
3. Untuk menilai kinerja Bendahara Pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo. 
 
Adapun kegunaan penulisan ini sebagai berikut : 
1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Bendahara dalam 
menjalankan kegiatannya di masa yang akan datang. 
2. Sebagai acuan dan penambahan informasi bagi peneliti lainnya yang akan membahas masalah 
serupa yang berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban. 





















 Dalam pemerintahan berdasarkan Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan 
atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga 
atau barang-barang negara/daerah. 
Dengan adanya otonomi daerah maka diperlukan adanya suatu pemisahan antara BUN dan 
BUD. Ketentuan yang diatur dalam undang-undang Perbendaharaan Negara  dalam melaksanakan 
desentralisasi dan otonomi daerah khusunya yang terkait dengan pengelolaan uang. Keuangan daerah 
dibidang keuangan menuntut pemerintah daerah untuk mamu menggunakan dana yang dialokasikan 
pada daerah tersebut sesuai dengan sasaran pembangunan daerah tersebut sehingga mampu memacu 
pertumbuhan ekonomi daerah. 
2.1.1 Bendahara Umum Negara 
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Bendahara 
Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara 
dalam hal ini Meneteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN). Meneteri Keuangan selaku 
Bendahara umum Negara mengangkat kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan wewenang 
BUN dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga 
2.1.2 Bendahara Pada Satuan Kerja 
Pada satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat 
oleh pimpinan pada satuan kerja yang bersangkutan untuk mengelola anggaran yang ada. KPA 
kemudian menunjuk dan mengangkat bendahara pada kantor wilayah satuan kerja yang bersangkutan 
yang terdiri antara lain Bendahara Penerima yaitu petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Pengeluaran 
yaitu petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada 
kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga selain itu Bendahara Pengeluaran adalah juga pejabat 
fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (dalam 
hal ini KPPN selaku yang berwenang) atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. 
2.1.3 Tugas Bendahara 
a. Bendahara Penerima 
Bendahara penerima mempunyai tugas : 
i. Tugas Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang pendapatan negara (PNBP).;  
ii. Tugas Pencatatan yaitu Melakukan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak;  
iii. Tugas Menyetorkan yaitu Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak ke 
Rekening Kas Umum Negara;  
iv. Tugas Laporan yaitu Membuat laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;  
v.      Tugas Mempertanggungjawabkan yaitu Bertanggungjawab atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
dan melaporkannya kepada atasan langsung; 
b. Bendahara Pengeluaran 
Bendahara Pengeluaran mempunayai tugas : 
i. Tugas menerima mengandung pengertian bahwa Bendahara harus mengadministrasikan dengan 
baik aliran kas masuk yang diterimanya 
ii. Tugas menyimpan mengandung pengertian keamanan dan keselamatan dari kas yang 
diterimanya menjadi tanggung jawab bendahara 
iii. Tugas membayarkan merupakan tugas fungsional bendahara yaitu membantu pelaksanaan 
pembayaran belanja negara pada tingkat satuan kerja yang tidak dapat secara langsung dibayar 
oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan ini bendahara mendapatkan Uang 
muka kerja yang selanjutnya dikenal dengan istilah Uang persediaan (UP)  
iv. Tugas menatausahakan mengandung pengertian seluruh kegiatan Bendahara (fungsi 
kebendaharaan yang telah disebutkan diatas) harus diadministrasikan dengan menggunakan 
prosedur sesuai kaidah pengendalian internal 
v. Tugas mempertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa bendahara baik sebagai 
pemberi tugas atau penerima tugas, dapat memastikan bahwa tugas yang diberikan terlaksana 
dengan baik dan mengkomunikasikan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk dari 
pertanggungjawabannya. Adapun sarana pertanggungjawaban yang digunakan adalah berupa 
Laporan pertanggungjawaban (LPJ). 
2.2. Pengukuran Kinerja.  
2.2.1. Pengertian Pengukuran Kinerja 
 Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja 
mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian 
secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 
Pengukuran kinerja memeberikan penetapan angka untuk pembanding (LAN dan BPKP, 2005:5) 
 
2.2.2. Aspek Pengukuran Kinerja 
Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan oleh LAN Jakarta (LAN dan 
BPKP, 2000:7), maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai 
berikut : 
.a Aspek Financial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi 
pemerintahan ; 
.b Aspek Kepuasan Pelanggan (Customer), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan 
masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara 
terus menerus; 
.c Aspek Kepuasan Pegawai Dalam setiap Organisasi, pegawai merupakan aset yang harus 
dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran 
strategis; 
.d Aspek Kepuasan Komunitas dan Stakeholders, Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain 
untuk mengakomodassi kepuasan dari para stakeholder; 
.e Aspek waktu/ Ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja 
untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat untuk membantu pengambilan keputusan yang 
cepat dan tepat. 
 
2.2.3. Indikator Kinerja 
Pengertian indikator kinerja berdasarkan penyampaian LAN dan BPKP (2005:5) diartikan 
sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif anggaran menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 
atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang 
dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan (ex-
post), tahap pelaksanaan (on-going), maupun setelah kegiatan selesai (sex-post). Indikator kinerja 
juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan oleh organisasi instansi pemerintahan. Dengan demikian tanpa indikator kinerja dari 
kebijaksanaan/program/kegiatan dari instansi pemerintahan yang pada akhirnya akan menyulitkan 
memberi penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. 
Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang disimpulkan 
oleh Badrul Munir (2003:61) sebagai berikut : 
a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan 
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan 
interprestasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk dalam menilai kinerja instansi pemerintahan 
yang melaksanakannya 
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi 
Dalam model LAN dan BPKP (2000:10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun dan 
menetapkan indikator kinerja, dimana syarat ini berlaku untuk semua kelompok kinerja. Syarat 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Spesifik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan meminimalisasi kemungkinan kesalahan 
interpretasi; 
b. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif;  
c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan; 
d. Dapat dicapai dan bermanfaat, untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, 
manfaat dan dampak; 
e. Efektif, data yang digunakan berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat 
dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. 
Dalam satuan kerja syarat-syarat ini mengandung pengertian : 
f. Spesifik dan jelas yaitu dapat dipahami 
g. Dapat diukur yaitu dapat dilakukan penilaian secara objektif 
h. Relevan yaitu sesuai dengan keadaan yang  
i. Dapat dicapai dan bermanfaat yaitu mempunyai hasil yang jelas dan mempunyai manfaat 
j. Efektif yaitu data yang digunakan bisa berfungsi dengan baik untuk mempengaruhi penilaian. 
Setelah menetapkan program dan aktifitas dari organisasi dan mengidentifikasikan elemen-
elemen dari program tersebut, maka data dan informasi yang tersedia dapat digunakan untuk 
merancang indikator kinerja guna mengukur, menganalisa dan melakukan evaluasi kinerja 
organisasi. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Ketepatan dalam menyalurkan (output). Indikator terhadap penyaluran anggaran yang telah 
disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan tepat sasaran Dengan 
membandingkan bukti-bukti yang ada dan jangka waktu pelaksanaan satuan kerja dapat 
menganilisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan Anggaran. 
2. Ketepatan dalam Pencatatan. Indikator terhadap kebenaran dalam penulisan dan kesesuaian 
antara buku-buku yang ada yangl merupakan pencerminan dari berfungsinya keluaran kegiatan 
berdasakan anggaran. 
3. Ketepatan dalam Pertanggungjawaban. Indikator tentang kesesuaian laporan 
pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang ada. 
2.2.4. Penetapan Standar Indikator Kinerja. 
  Setelah menentukan semua indikator kinerja yang berkaitan, maka langkah selanjutya 
adalah menetapkan standar capaian kinerja untuk setiap indikator yang telah ditentukan. Cara yang 
paling sering digunakan dalam penetapan standar indikator kinerja adalah dengan menggunakan 
metode DELPHI, yaitu menanyakan kepada pihak yang berpengalaman dalam bidang tertentu yang 
dikuasainya. Dalam penetapan standar indikator kinerja harus memperhatikan beberapa kriteria. 
Adapun kriteria tersebut antara lain sebagai berikut : 
a. Dapat dicapai (attainable), yakni sesuai dengan usaha-usahayang dilakukan pada kondisi yang 
diharapkan akan dihadapi. 
b. Ekonomis, yakni biaya seharusnya rendah dikaitkan dengan kegiatan yang dicakup. 
c. Dapat diterapkan (aplicable), yakni sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Jika terjadi 
perubahan kondisi, harus dibangun standar yang setiap saat dapat disesuaikan dengan kondisi 
yang ada. 
d. Konsisten, yang akan membantu keseragaman komunikasi dan operasi keseluruh fungsi 
organisasi. 
e. Menyeluruh (all-inclusive), yang mencakup semua aktivitas yang saling berkaitan. 
f. Dapat dimengerti (understandable) yang diekspresikan dengan mudah, jelas untuk menghindari 
kesalahan komunikasi atau kekaburan. 
g. Stabil, yakni harus memiliki jangka waktu yang cukup untuk dapat memprediksi dan 
menyediakan usaha-usaha yang dilakukan. 
h. Dapat diadaptasi (adaptable), yakni didesain sedemikian rupa sehingga elemen-elemen dapat 
ditambah, diubah dan dibuat baru tanpa melakukan perubahan pada struktur. 
i. Legitimasi, maksudnya mendapat mengakuan secara resmi dari berbagai pihak. 
2.3 Kas  
Kas atau uang tunai adalah pos yang paling aktif dalam daftar accounting. Kas adalah salah satu 
unsur modal kerja yang paling penting dan merupakan elemen yang pertama yang nampak dalam neraca 
suatu perusahaan, karena kas  dalam arti sempit adalah uang dan uang ini merupakan motor penggerak 
untuk setiap kegiatan, aktivitas perusahaan. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua uang tunai baik 
yang ada di kas maupun yang berada di bank. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat beberapa pendapat 
yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kas. 
Menurut Zaki Baridwan (1998:85), kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan 
sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca kas merupakan aktiva paling lancar dalam artian kas 
adalah yang paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi 
kas. 
Kas adalah merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja 
yang paling tinggi tingkat liquiditasnya yang berarti bahwa semakin besar jumlah uang kas yang dimiliki 
oleh sebuah perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat liquiditasnya. 
2.3.1 Pengelolaan Kas 
Kas merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Kas 
seringkali dikatakan bagaikan darah bagi suatu organisasi. Tanpa kas suatu organisasi tidak akan 
berjalan dengan baik. Oleh karena itu Pemerintah dituntut melakukan pengelolaan kas dengan baik. 
Pengelolaan kas di pemerintah terutama bertujuan untuk dapat melaksanakan anggaran secara 
efisien serta melakukan manajemen sumber daya keuangan yang  baik. Pengelolaan kas yang baik dapat 
menghasilkan pengendalian pengeluaran secara efisien, meinimumkan biaya pinjamanan dan 
memaksimumkan hasil yang diperoleh dari penempatan kas. Hal ini dilakukan melalui : 
a. Perencanaan kas dan perencanaan kebutuhan kas. 
b. Memperpendek waktu yang diperlukan untuk penagihan dan pembayaran dilakukan secara 
tepat waktu. 
c. Manajemen rekening bank dengan melakukan pemusatan saldo kas. 
d. Pembentukan dana kas kecil dengan sistem dana tetap untuk membiayai keperluan sehari-
hari perkantoran. 
e. Penempatan saldo kas yang belum digunakan dalam bentuk setara kas atau penanaman 
sementara 
Hal ini telah diatur dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara. Pada prinsipnya 
pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan dana yang diperlukan secara tepat waktu dan aman 
dalam rangka pelaksanaan anggaran. Agar kas tersedia ada saat diperlukan maka perlu adanya rencana 
penarikan dana dan rencana penerimaan dari pengguna anggaran. Dari rencana ini dapat disusun budget 
kas sehingga dapat diketahui jumlah arus masuk dan arus keluar kas untuk suatu periode serta 
surplus/defisit kas yang terjadi. Dengan informasi demikian maka bendahara umum negara dapat 




Kata Anggaran merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “Budget” yang sebenarnya 
berasal dari bahasa perancis “Bougette”. Kata ini mempunyai arti sebuah tas kecil. Berdasardari arti kata 
asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun 
karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini adalah dana. Karena 
terbatasnya dana, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan. 
Menurut M.Munandar (1994:1) di dalam bukunya mengatakan “Bussiness budget atau budget 
(anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan 
perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 
tertentu yang akan datang” 
Dari pengertian diatas nampaklah bahwa suatu budget mempunyai empat unsur yaitu : 
1. Rencana, merupakan suatu penentuan dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di 
waktu yang akan datang. Dalam hal ini anggaran merupakan suatu rencana, karena menentukan 
terlebih dahulu kegiatan perusahaan. Namun dalam hal ini, anggaran merupakan perencanaan yang 
sistematis mencakup kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter. Adapun alasan yang 
mendorong perusahaan untuk membuat perencanaan adalah karena : 
a. Waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian, sehingga perusahaan harus 
mempersiapkan secara awal apa yang akan dilakukan 
b. Waktu yang akan adatang penuh dengan berbagai alternatif, sehingga perusahaan harus 
memilih alternatif mana yang akan dipakai 
c. Rencana dibutuhkan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang 
d. Rencana diperlukan sebagai alat pengkoordinasian kegiatan di seluruh bagian dalam 
perusahaan 
e. Rencana diperlukan sebagai alat pengawasan terhadap realisasi dari rencana di waktu yang 
akan datang 
2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh 
semua bagian yang ada dalam perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pemasaran 
(marketing), produksi (producing), pembelanjaan (financing), administrasi (administrating) dan 
personalia (personnel). 
3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit yang diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang 
beragam dalam hal ini rupiah. 
4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran berlaku untuk masa 
yang akan datang. 
Dalam kaitannya dengan masalah jangka waktu/periode anggaran, dikenal 2 macam anggaran, 
yaitu : 
a. Anggaran strategis (strategic budget) ialah anggaran yang berlaku untuk jangka panjang, yaitu 
jangka waktu yang melebihi satu periode akuntansi (1 tahun) 
b. Anggaran taktis (tactical budget), ialah anggaran yang berlaku jangka pendek, yaitu satu tahun 
periode akuntansi atau kurang. Anggaran yang disusun untuk satu periode akuntansi (setahun 
penuh) dinamakan anggaran periodic (peirodical budget), sedangkan anggaran yang disusun 
untuk jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi dinamakan anggaran bertahap (continous 
budget). 
Sedangkan menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1994:6) di dalam bukunya yang 
berjudul Penganggaran Perusahaan menyebutkan “Bussiness budget adalah suatu pendekatan yang 
formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggungjawab manajemen di dalam perencanaan, 
koordinasi dan pengawasan”. 
Anggaran dapat dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki kekhususan tersendiri atau 
sebagai sub system lain yang terdapat dalam perusahaan. Anggaran (budget) dapat sebagai system yang 
otonom karena mempunyai sasaran serta cara kerja tersendiri yang merupakan suatu kebulatan dan yang 
berbeda dengan sasaran serta cara kerja system kita yang ada dalam perusahaan, tetapi sekaligus juga 
dapat system lain yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena anggaran bukan satu-satunya alat 
perencana dan pengendalian yang ada dan diperlukan oleh perusahaan-perusahaan baik yang berskala 
besar maupun kecil untuk dapat difungsikan secara mantap. 
Dengan demikian anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang formal dan 
sistematis dari suatu pelaksanaan tanggungjawab manajemen dalam perencanaan, pengawasan dan 
koordinasi. Selanjutnya definisi tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun dengan sengaja dan 
bersungguh-sungguh dalam bentuk tulisan. 
2. Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun secara berurutan 
berdasarkan logika. 
3. Bahwa setiap manajemen dihadapkan pada setiap tanggungjawab untuk mengambil keputusan, 
yang pada akhirnya anggaran merupakan suatu hasil dari pengambilan keputusan yang 
berdasarkan asumsi tertentu.. 
Dari semua uraian yang dikemukakan, maka anggaran perusahaan merupakan alat yang dapat 
memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan, baik dari segi perencanaan, maupun dari segi 
pengawasan yang diperlukan untuk mengadakan tindakan koreksi. 
Anggaran pada definisi di atas menekankan pada fungsi perencanaan, pengendalian dan 
koordinasi, disamping juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan motivasi karyawan.  
 
2.4.1 Anggaran Kinerja 
Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public 
Management telah mendorong upaya untuk mengembangkan pendekatan anggaran yang telah sistematis 
dalam perencanaan anggaran pemerintah. Sistem anggaran kinerja merupakan salah satu anggaran 
anggaran yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan  
Reformasi pemerintahan yang terdiri atas penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen 
untuk mencapai tujuan dan sasaran program. 
 Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang 
terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak 
ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan 
pelayanan publik. 
 Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kriteria. Oleh karena itu, anggaran 
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang 
mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai 
tujuan dan sasaran program. Pencapaian anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan 
perumusan program dan penyusanan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program 
tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam 
mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.  
2.4.2  Pengertian Anggaran Kinerja.  
 Secara umum terdapat berbagai definisi tentang anggaran kinerja. Anggaran kinerja menurut 
Indra Bastian (2001:92) mengatakan anggaran kinerja merupakan teknik penyusunan anggaran 
berdasarkan pertimbangan beban kerja (work load) dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. 
Maksud terstruktur disini dimulai dari anggaran yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran 
pemerintah. Sistem anggaran kinerja merupakan salah satu anggaran yang dapat memenuhi tuntutan 
perkembangan reformasi pemerintahan yang terdiri atas penyusunan program dan tolak ukur kinerja 
sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. 
 Anggaran dengan pendekatan kinerja dsusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat 
dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang 
dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan pelayanan 
publik. 
 Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran 
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang 
mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai 
tujuan dan sasaran program. Penerapan anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan 
perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program 
tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam 
mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. 
 Menurut Sjahruddin Rasul (2003:49) yang mengutip pandangan dari Government Performance 
Result Act(1994) mengatakan  “Performance budgenting is a systematic approach to help government 
become more responsive to the taxpaying public by linking program funding to performance and 
production” (Anggaran kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi 
lebih tanggap kepada masyarakat pembayar pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja 
dan produksi). 
Masih dalam buku yang sama (Sjahruddin Rasul, 2003:49), mengutip pengertian dari 
Government Of Alberta, Canada sebagai berikut “Performance budgeting is a system of planning, 
budgeting and education that empahasizes the relationship between memory budgeting and result 
expected” (Anggaran kinerja adalah suatu sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang 
menekankan pada hubungan antara uang yang dianggarankan dengan hasil-hasil yang diharapkan). 
 Intisari dari berbagai definisi di atas pada dasarnya merujuk bahwa melalui penerapan anggaran 
berbasis kinerja yang menyajikan informasi kinerja secara bersamaan dengan jumlah dana 
yangdibutuhkan akan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan (penganggaran). Hal ini 






3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Kegiatan penelitian dimulai pertengahan bulan Agustus 2010 dengan lokasi penelitian bertempat 
pad Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo. 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, yaitu data  
yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna   
2. Sumber data 
Data yang penulis gunakan bersumber dari: 
2..a. Data primer 
Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis selama melakukan 
penelitian dari hasil pengamatan  dan wawancara langsung 
2..b. Data sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan sumber-sumber 
tertulis yang berhubungan dengan penulisan ini. 
 
3.3. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu: 
1. Penelitian lapangan (field research) 
Yaitu penelitian yang diadakan langsung ke perusahaan yang bersangkutan dengan 
mengadakan wawancara dengan staff guna memperoleh data dan informasi yang lengkap.  
2. Penelitian kepustakaan (library research) 
Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan jalan membaca dan mempelajari literatur-
literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yang digunakan sebagai dasar 
teoritis dalam pembahasan dan alat untuk melakukan perbandingan dengan perusahaan. 
 
3.4. Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengunakan metode 
deskriptif komparatif yaitu membandingkan Sistem dan prosedur Pembukuan yang 
diterapkan oleh Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo dengan aturan – aturan 
yang berlaku kemudian mengevaluasi sistem dan prosedur tersebut, apakah dapat berjalan 
sebagaimana mestinya dan mempunyai fungsi efektif dan efisien. 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengevaluasi adalah sebagai 
berikut: 
.1 Mempelajari dan memahami kegiatan dasn sistem kerja yang diterapkan oleh 
Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I BPalopo 
.2 Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti transaksi yang digunakan sebagai data dan 
masukan (input). 
.3 Menilai tahap-tahap perekaman data,  permintaan, penerimaan serta pembuatan 
laporan. 
.4 Mengumpulkan dan menganalisa laporan-laporan yang dihasilkan oleh Bendahara 












4.1.Gambaran Umum Kantor Pengadilan Negeri Palopo 
Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri 
Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah: 
- Onder Afdeling Palopo; 
- Onder Afdeling Masamba; 
- Onder Afdeling Rantepao; 
- Onder Afdeling Malili; 
- Onder Afdeling Mekangga. 
Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 
Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri 
sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan 
Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi 
Jemma No. 126 Palopo. Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. 
Zulfahmi, SH. M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan 
Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, SH., Ketua Pengadilan Tinggi 
Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris 
Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 
2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri 
Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Kelas I B Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak DR. 
Harifin A. Tumpa, SH. MH. telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan 
Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka 
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang tadinya merupakan wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Masamba dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B 
Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.  
4.2.Anggaran Pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo 
 Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan yang meliputi rencana 
pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan yang yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut 
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Belanja dalam hal ini adalah  semua pengeluaran 
dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali, sedangkan pembiayaan dalam hal ini 
adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali 
yang akan digunakan sebagi penunjang kerja pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo. 
 Pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B, anggaran dalam pelaksanaannya  dilaksanakan sesuai 
dengan struktur anggaran yang terdiri dari mata anggaran yang ada. Penggunaan anggaran untuk 
keperluan belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Klasifikasi ekonomi 
disini adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu 
aktivitas yang antara lain adalah belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. 
 Belanja Pegawai meliputi meliputi belanja gaji dan tunjangan yang digunakan untuk 
pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai, baik dibagian tehnis, fungsional maupun pejabat yang 
terdapat pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo. Belanja barang didefinisakan sebagai 
pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi 
barang dan jasa yang habis dipakai untuk satu periode anggaran. Belanja modal pada kantor Pengadilan 
Negeri Kelas I B Palopo adalah pembelanjaan untuk pengadaan aset tetap yang dapat memberi manfaat 
lebih dari setahun, yaitu berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Belanja modal ini 
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 
 Kepala kantor dalam kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo adalah Panitera/Sekretaris yang 
juga selaku pengguna anggaran disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian memilih 
dan menetapkan staf pengelola keuangan yang antara lain terdiri dari Bendahara. Bendahara pada Kantor 
Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo terbagi lagi atas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 
Penerimaan. 
4.3. Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo 
Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa setiap 
orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat 
berharga atau barang-barang negara adalah Bendahara yang wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas 
untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan 
uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara 
Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada 
Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari 
pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai 
tugas dan fungsi:  
1. Menerima uang atau surat berharga/barang;  
2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang;  
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;  
4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang;  
5. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya.  
Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada Bendahara maka dikenal dua 
jenis bendahara, yaitu:   
1. Bendahara Penerimaan  
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 15 
dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu, semua 
transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah 
pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara Penerimaan.  
2. Bendahara Pengeluaran  
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 16 
dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara 
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu 
transaksi-transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah 
pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran. 
Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum 
Negara (BUN), wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang negara yang 
dikuasainya. Disamping itu, bendahara selaku pejabat yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA), juga wajib membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja 
sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pembukuan bendahara 
menghasilkan laporan keadaan kas dan realisasi anggaran yang sesungguhnya. Laporan ini merupakan 
salah satu alat managerial report yang sangat berguna untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-
hari bagi pimpinan. 
Pada dasarnya laporan Bendahara mencakup hal-hal sebagai berikut : 




Kuitansi pembayaran dengan uang 
Persediaan (UP) yang belum 
disah/Surat Perintah Membayar 
(SPM)/Surat Perintah Pencairan 
dana (SP2D) 
 
Sudah diangap sebagai realisasi yang 
mengurangi pagu anggaran dalam DIPA 
2 Kas di Bendahara Pengeluaran Mencakup seluruh saldo kas yang ada pada 
bendahara, meliputi : 
a. Kas yang bersumber dari UP; 
b. Kas yang bersumber dari SPM-LS/SP2D-LS 
yang ditujukan kepada bendahara; 
c. Kas dari potongan/pungutan pajak dan 
bukan pajak yang dilakukan oleh 
bendahara; 
3. Surat Bukti Setor (SBS) Sudah dianggap sebagai realisasi yang 
mengurangi target anggaran penerimaan dalam 
DIPA 
4. Kas di Bendahara Penerima Tercatat sebesar SBS yang belum disetor ke 
Kas Negara 
 
4.3.1   Indikator dan Standar Kinerja Bendahara 
Dalam rangka memilih indikator kinerja, perlu diupayakan pengukuran yang dapat 
dilakukan secara mudah. Untuk itu, pengukuran kinerja tersebut didasari atas kegiatan yang 
melekat pada proses keBendaharaan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara. Indikator kinerja Bendahara pada kantor 
Pengadilan Kelas I B Palopo yaitu berupa kegiatan Kebendaharaan dan realisasinya. 
Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 1 tahun 
2004 maka dapat disimpulkan bahwa program KeBendaharaan yaitu meliputi penerimaan, 
penyimpanan/penata usahaan, penyerahan uang, pencatatan serta pelaporan pertanggung 
jawaban sesuai dengan Penyelenggaraan kegiatan kebendaharaan. Dari program ini maka 
diharapkan sasaran berupa ketepatan dan efisiensi dalam pelaksanaan penerimaan, 
penyimpanan/penata usahaan, penyerahaan uang, pencacatan serta pelaporan 
pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawab Bendahara dapat terealisisa dengan baik 
sesuai dengan arahan dari KPPN dan Badan Pemeriksaan Mahkama Agung sehingga akan 
membantu dalam pengerjaan pelaporan keuagan pada satuan kerja Pengadilan Negeri Kelas 
Palopo I B Palopo. 
Komponen input yang merupakan masukan adlah kegiatan atau penelengaraan 
keBendaharaan yang dilakukan oleh Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yaitu 
berupa : 
1. Membuat SPM-UP dan SPM-LS 
2. Melakukan pembayaran untuk semua pengeluaran yang dilakukan berdasarkan PAGU 
yang ada, sesuai yang tertera dalam RKA K/L 
3. Melakukan penerimaan yang ada dan kemudian menyetorkan ke kas negara 
4. Mencatat semua penerimaan dan semua pengeluaran yang terjadi 
5. Mengarsipkan dan menata usahakan semua yang berkaitan dengan pengeluaran dan 
penerimaan yang terjadi 
6. Mempertanggung jawabkan semua kegiatan keBendaharaan baik penerimaan maupun 
pengeluaraan yang terjadi dalam bentuk laporan pertanggungjawabkan Bendahara 
           Komponen output berupa estimasi waktu, kelengkapan ataupun target dalam pelaksanaan 
kegiatan keBendaharaan. Dalam kegiatannya Bendahara mempunyai batasan waktu yang 
menjadi target penyelesaian kegiatan tersebut baik itu yang telah ditetapkan dalam SOP 
(Standar Operasioanal Procedur) pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo maupun 
berdasarkan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan Mahkama Agung. 
Dengan adanya komponen-komponen tersebut maka dapat dilihat apakah pelaksanaan 
kegiatan keBendaharaan sudah dapat memenuhi sasaran yang diharapkan demi tercapainya 
kegiatan keBendaharaan yang baik dan bertanggung jawab.   
 4.4    Evaluasi Kinerja Bendahara Pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo 
4.4.1 Bendahara Pengeluaran 
Pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
mengangkat bendahara pengeluaran untuk mengelola keuangan berdasarkan Rencana Kegiatan 
Anggaran (RKA) yang ada secara spesifik, Bendahara pengeluaran bertugas untuk melaksanakan tugas 
kebendahraan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B 
Palopo. 
Bendahara pengeluaran ditunjuk untuk mengelola keuangan oleh sebab itu segala pengeluaran 
harus dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran termasuk kerugian atau kesalahan yang 
terjadi selama mengelola keuangan, atas dasar itu maka tugas Bendahara akan menjadi tidak gampang. 
Atas seijin KPA, Bendahara Pengeluaran kemudian membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan 
pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo bukan atas nama 
pribadi. 
A. Pengelolaan Kas UP/TUP  
Pada setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM). Selanjutnya, atas dasar SPP-UP tersebut, PPSPM akan memerintahkan Bendahara 
Penegeluaran untuk menerbitkan SPM-UP dan menyampaikannya kepada KPPN. KPPN kemudian 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM-UP dimaksud. Dengan telah 
diterbitkannya SP2D-UP, maka secara otomatis rekening Bendahara Pengeluaran akan terisi sejumlah 
nilai dalam SP2D berkenaan. Uang Persediaan merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh 
KPA dan Bendahara Pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor 
sehari-hari. Apabila UP yang ada diperkirakan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah 
direncanakan dalam bulan berkenaan, maka Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SPM Tambahan 
Uang Persediaan (SPM-TUP), setelah memperoleh izin prinsip sesuai ketentuan yang berlaku dengan 
dilengkapi rincian realisasi UP yang telah dilaksanakan tersebut.  
Seperti proses dalam pengajuan SPM-UP, maka rekening Bendahara Pengeluaran akan 
bertambah sejumlah nilai yang tertuang dalam SP2D atas SPM-TUP tersebut. Dana UP/TUP yang ada 
dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran akan ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan 
tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari 
KPA. Sebelum melakukan pembayaran, Bendahara Pengeluaran akan :  
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, meliputi 
kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi dasar hak tagih;  
b. Membuat kuitansi untuk kegiatan belanja yang memerlukan kuintasi dari Bendahara dimana 
didalamnya terdapat tanda tangan KPA, Bendahara Pengeluaran serta penerimaan pembayaran, 
berdasarkan arahan dan ketentuan yang berlaku. 
c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk 
perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan yang 
dibebankan kepada pihak ketiga  
d. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis 
belanja yang dimintakan pembayarannya.  
Atas pembayaran yang dilakukannya, Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut akan 
memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Bukti-bukti 
pembayaran pajak selanjutnya akan dibawa ke KPPN untuk divalidasi sebagai bukti akan pembayaran 
pajak tersebut dan kemudian diarsipkan yang pada saatnya nanti akan disertakan copyannya yang telah 
di validasi oleh KPPN dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada kantor Pengadilan Negeri Kelas 
I B Palopo untuk diajukan pada saat penggantian dana persediaan (GUP), sehingga UP nantinya akan 
berdaur ulang (revolving). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran akan menyetorkan sisa 
UP/TUP tahun berjalan yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara 
B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP  
 Di samping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B 
Palopo juga mengelola uang yang berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepadanya dan pajak-pajak dari 
potongan pembayaran yang dilakukannya. Potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak akan 
digunakan langsung untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut akan 
disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat Setoran Pajak (SSP) 
digunakan untuk penyetoran pajak dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk 
penyetoran pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan jika ada, Dana yang didapat dari SP2D-
LS pada rekening Bendahara Bendahara akan diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya, maka atas 
uang yang tidak diambil tersebut akan disetorkan ke kas negara dengan menggunakan formulir SSPB. 
Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran akan menyetorkan semua uang yang berada dalam 
pengelolaannya ke kas negara.  
C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran  
Bendahara Pengeluaran pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo akan 
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran 
belanja satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Pembukuan Bendahara Pengeluaran meliputi 
Buku Ka Umum (BKU) dam Buku Pembantu berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan dokumen sumbernya, 
aktivitas pencatatanoleh Bendahara Pengeluaran pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo dapat 
dibedakan dalam kelompok sebagai berikut:  
1. Kegiatan pencatatan aktivitas pembuatanSPM ;  
2. Kegiatan pencatatan aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP;  
3. Kegiatan pencatatan aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang ditujukan 
kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS Bendahara);  
4. Kegiatan pencatatan atas pembayaran pajak untuk kegiatan yang berkenaan dengannya.  
Berikut petunjuk pembukuan dokumen sumber pembukuan Bendahara Pengeluaran, dalam BKU 
dan Buku-buku Pembantu berdasarkan kelompok aktivitas tersebut di atas.  
1. Kegiatan pencatatan aktivitas PembuatanSPM oleh KPA  
a) Pada awal menerima DIPA maka pagu DIPA yang telah mendapat pengesahan, akan 
dicatat sesuai akun berkenaan pada Buku Pembantu Kas.  
b) Pembuatan SPM-LS rutin untuk belanja pegawai dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
setiap awal bulan sebelum bulan berjalan sesuai dengan ketentuan dari dirjen 
perBendaharaa yang diwakili oleh KPPN setempat, dan dicatat pada BKU dan Buku 
Pembantu (BP) LS sesuai tanggal penerimaan SP2D dan pendistribusian, juga dicatat 
pada  Buku Pembantu Kas sesuai mata anggaran bekenaannya, juga dicatat pada Buku 
Pembantu Pajak.  
c) Untuk pembuatan SPM-LS untuk rekanan/pihak ketiga dilakukan setelah mendapat 
perintah dari KPA yang kemudian Meminta pada pihak ketiga/rekanan  yang dinyatakan 
sah untuk melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlakukan. 
Sebelum membuat SPM-LS Bendahara Pengeluaraan juga emeriksa ketersediaan dana 
dalam pagu DIPA. Pelaksanaan pembayar an atas SPM jenis ini, dilakukan langsung 
dari kas Negara kepada pihak ketiga/rekanan. Dicatat anggaran berkanaan. Sedangkan 
pajaknya akan dicatat didalam Buku Pembantu Pajak.   
d) Pencatatan untuk Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dilakukan 
setelah SP2D diteriam dari KPPN, SPM yang disertai SP2D tersebut merupakan 
dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan UP dari KPPN kepada KPA 
melalui Bendahara Pengeluaran, oleh sebab itu pencacatan dilakukian sesuai tanggal 
SP2D untuk penerimaan dan sesuai tanggal cek untuk pencairannya pada BKU, Buku 
Pembantu Kas pada mata anggaran berkenaan.  
e) Seperti pencacatan pada SPM-UP, pencatatan untuk Surat Perintah Membayar Ganti 
Uang Persedian ( SPM-GUP) juga dilakukan setelah SP2D ditrima KPPN, SPM yang 
disertai SP2D tersebut merupakan dokumen sumber tersebut juga berfungsi sebagai  
bukti penyediaan UP dari KPPN kepada KPA melalui Bendahara Pengeluaran, oleh 
sebab itu pencacatan dilakukan sesuai tanggal SP2D untuk penerimaanya dan sesuai 
tanggal cek untuk pencairannya pada BKU, Buku Pembantu UP DAN Buku Pembantu 
Kas. Dana yang m,asuk ke rekening Bendahara tersebut berfungsi sebagai sarana 
pengisian kembali (revolving) UP. 
f) Kegiatan transaksi pembelian rutin atas anggaran belanja barang yang dil;akukan atas 
perintah KPA kepada Bendahara Pegeluaran akan dicatat didalam BKU dan Buku 
Pembantu UP serta Buku Pembantu Kas sesuai mata anggarannya. Tanggal 
pencatatannya adalah sesuai dengan tanggal dikeluarkannya uang kas yang digubakan 
untuk pembayaran kuitansi yang bekenaan padanya. Sedangkan jika ada pajak yang 
berkenaan padanya maka akan dicatat di dalam Buku Pembantu Pajak sesuai dengan 
tanggal pembayarannya. Sebelum mencatat kuitansi tersebut Bendahara Pengeluaran 
akan melihat ketersediaan dana pada pagu dipa dan kuitansi yang diterima. 
g) Untuk pencacatan terhadap pemungutan pajak maupun penyetoran pajak maka keduanya 
akanm dicatat didalam buku BKU dan Buku Pembantu Pajak sesuai dengan pajak yang 
berkenaan pada kegiatan pengeluaran uang kas pada Bendahara Pengeluaran, yang 
nantinya juga akan dicantumkan pad asurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sesuai 
dengan kegiatan yang berkaitan dengannya pada saat pembuatan SPM .  
Sebagai catatan: potongan pada SPM-GUP terjadi apabila sisa pagu anggaran yang tersedia pada 
DIPA terbatas, sehingga tidak memungkinkan pemberian/revolving uang persediaan sepenuhnya. Dalam 
hal ini, maksimal pemberian uang persediaan sebesar sisa pagu anggaran dalam DIPA. Pelaksanaan 
pembayaran atas SPM ini, dilakukan dari kas bendahara kepada Pegawai/pihak ketiga melalui 
Bendahara Pengeluaran jika. 
Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut. Pagu DIPA yang telah mendapat 
pengesahan merupakan pagu anggaran tertinggi yang disediakan satuan kerja, dibukukan di sisi debet 
dan kredit (in-out) pada Buku KAD Umum dan dicatat sesui mata anggaran berkenaan pada Buku 
Pembantu Kas. 
Surat perintah membayar-langsung (SPM-LS) kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah 
merupakan realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang 
disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM tersebut dilakukan langsung dari Kas 
Negara kepada pihak ketiga/rekanan. Dibukukuan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-out) 
pada Buku Kas Umum dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada 
Buku Pembantu Kas.  
Surat perintah membayar Uang Persediaan (SPM UP) yang dinyatakan sah merupakan dokumen 
sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan UP dari KPPN kepada KPA melalui Bendahara 
Pengeluaran. Pelaksanaan pembukuannya diatur sebagai Berikut : 
a. Dibukukan sebesar nilai bruto disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas 
dan buku Pembantu UP. 
b. Dibukukan sebesar nilai potongan (jika ada) disisi kredit pada buku kas umum, buku 
pembantu kas dan buku pembantu UP.   
Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GUP) yang dinyatakan sah 
merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai sarana pengisisan kembali/revolving UP. 
Pelaksanaan pembukuannya diatur sebagai berikut : 
a. Dibukukan sebesar nilai bruto disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas 
dan buku Pembantu UP. 
b. Dibukukan sebesar nilai potongan (Jika ada) disisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku 
Pembantu Kas dan buku Pembantu UP 
SPM-GUP nihil yang dinyatakan sah meruapakan dokumen sumber sebagai bukti pengesahan 
belanja menggunakan/tambahan UP (TUP). Dibukukan sebesar niali bruto disisi debet dan disisi kredit 
(in-out) pada buku kas umum. SMPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah meruapakan realisasi belanja 
yang dilakukan oleh KPA dan mengurang/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. 
Pelaksanaan pembayaran atas SPM tersebut dilakukan dari kas Negara kepada pegawai/pihak 
ketiga/rekanan melalui Bendahara Pengeluaran. Pelaksanaan pembukuannya diatur sebagai berikut :  
a. Dibukukan sebesar nilai bruto disisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas 
dan buku Pembantu LS-Bendahara dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom 
mata anggaran berkenaan 
b. Dibukukan sebesar nilai potongan di sisi kredit pada buku kas umum, Buku Pembantu 
Kas dan buku Pembantu LS-Bendahara. 
 
2. Kegiatan pencatatan aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari Uang Persediaan  
a) Pembayaran atas UP dilakukan setelah kewajiban pihak terbayar/pihak ketiga 
dilaksanakan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran akan meminta kuitansi/bukti 
pembayaran sebesar nilai bruto atau membuatkan kuitansi berdasarkan ketentuan yang 
berlaku yang kemudian akan disyahkan oleh pihak terbayar/pihak ketiga, KPA dan 
Bendahara Pengeluaran serta membuat perhitungan pajaknya jika ada. 
b)  Setoran atas sisa uang persediaan ke kas negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran dengan menggunakan SSBP. Sedangkan 
setoran atas pungutan pajak dilakukan segera setelah dilakukan pungutan/potongan 
dengan menggunakan SSP.  
3. Kegiatan pencatatan aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari SPM-LS 
Bendahara  
a) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak terbayar telah 
dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan 
pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian 
juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke kas negara dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto, apabila setelah waktu 
tertentu pihak yang dituju tidak mengambil uang dimaksud.  
b) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar maka 
Bendahara wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan 
pembayaran.  
Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Pembayaran dilakukan Bendahara Pada 
Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang bersumber dari uang persediaan  (UP) 
dilakukan setelah kewajiban pihak terbayar/pihak ketiga dilaksanakan. Selanjutnya Bendahara 
meminta kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak (bila ada) serta 
mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan oleh Bendahara kepada pihak terbayar/pihak 
ketiga. 
Bendahara Pengeluaran akan melakukan setoran sisa UP ke kas Negara pada akhir 
kegiatan atau akhir tahun anggaran dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 
Sedangkan setoran atas pungutan pajak dilakukan segera setelah dilakukan pungutan/potongan 
dengan menggunakan SSP. Sesuai aturan yang berlaku SSBP bendahara pengeluaran akan 
mencatat pada buku kas umum, buku pembantu kas dan buku pembantu UP, sedangkan SSP 
akan dicatat pada buku kas umum, buku pembantu kas dan buku pembantu pajak. 
Pemotongan atas pembayaran yang dialakukan Bendahara pada Kantor Pengadilan 
Negeri Kelas I B Palopo atas uang yang bersumber dari SPM-LS kepada pihak terbayar telah 
dilakukan pada saat penerbitan SPM-LS, oleh karena itu pelaksanaan pembayaran dilakukan 
atas nilai neto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-
LS Bendagara ke kas Negara dilaukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan SSPB 
sebesar nilai neto, hal ini dapat dilakukan apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju tidak 
mengambil uang yang dimaksud. Dalam hal SPM-LS yang tidak mencangkup pemotongan 
pajak pihak terbayar, Bendahara wajib melakukuan pemotongan pajak dimaksud pada saat 
pelaksanaan pembayaran.   
4.2.2 Bendahara Penerima 
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 
Penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerima Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo akan disetor 
seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam 
peraturan pemerintah. Karena Penerimaan tersebut  tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai 
pengeluaran. 
 
Bendahara Penerima pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo mempunyai tugas antara 
lain : 
a. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari penerimaan Negara bukan 
pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan;  
b. Melakukan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak;  
c. Menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Rekening Kas Umum Negara;  
d. Menyusun laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan pada kantor Pengadilan 
Negeri Kelas I B Palopo.  
e. Menghimpun dan mendukumentasikan surat pertanggungjawaban pelaksanaan PNBP 
yang dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.  
A. Penatausahaan Kas  
Setiap penerimaan pada dasarnya harus segera langsung disetor ke kas negara. Apabila 
Bendahara Penerimaan telah menerima sejumlah uang maka Bendahara Penerimaan akan langsung 
menyetorkan seluruh penerimaannya ke kas negara paling lambat satu hari kerja, kecuali untuk jenis 
penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyetorannya dilakukan secara berkala. 
Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan baik secara berkala maupun harian ke kas negara 
dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Bendahara Penerimaan 
akan melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran dalam rangka 
pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja. 
B. Pembukuan Bendahara Penerimaan  
Bendahara Penerimaan akan menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dalam 
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja. Pembukuan bendahara penerimaan meliputi 
Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu. Pencatatan pembukuan harus dimulai dari BKU dan 
selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu. Pada dasarnya Bendahara penerima pada kantor 
Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo akan membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang 
yang diterimanya. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas 
penerimaan lain-lain, dibukukan si sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pemabantu 
Lain-lain.  
Berdasarkan data di atas maka dapat dilakukan pengukuran terhadap kinerja Bendahara 
Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo. Kinerja Bendahara pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B 
Palopo sesuai tugas dan fungsinya, dapat dikategorikan yaitu baik dan kurang baik. Kegiatan yang 
masuk kategori baik adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
sedangkan kegiatan yang masuk kegiatan kurang baik adalah pengerjaan/penyelesaian melebihi waktu 
dari waktu yang telah ditetapkan. Realisasi yang diambil adalan berdasarkan rata-rata setiap bulannya 






























Pembuatan Surat Pembayaran 
Mebayar (SPM) untuk kegiatan 
belanja Pegawai dan 
menyerahkannya ke KPPN 
 
Pembuatan SPM untuk kegiatan 
Langsung (LS) yang pembayarannya 
melalui kas Bendahara 
 
 
Pembayaran atas kegiatan belanja 
pegawai maupun belanja modal 




Penyimpanan uang persedian pada 





Pembayaran yang dilakukan 
berdasarkan kuitansi yang masuk 
 
























































Langsung jika dana 
 



















































setelah berkas ataupun 




dana yang masuk 
dilakukan 1 hari setelah 




dana yang masuk 
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Penyetoran kekas negara atau sisa 
kas yang ada pada Bendahara 
 
 
Pembuatan dan Penyerahan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara 
 
1 Hari  
 
 




















10 hari kerja di 
awal bulan 
pada kas tersedia 
 
Sesaat setelah pajak 
diterima dan 




Penerimaan atas PNBP 




Pada saat data, surat 
atupun arsip lain 
Diterima oleh bendahara 
 




Hari kerja 2 
pada kas tersedia 
 
Sesaat setelah pajak 
diterima dan 




Penerimaan atas PNBP 




Pada saat data, surat 
atupun arsip lain 
Diterima oleh bendahara 
 
























































Dalam tabel di atas dapat terlihat bahwa kinerja Bendahara sesuai dengan tugas dan fungsinya 
secara akumulatif dapat dikategorikan baik. Dalam kegaitan pembuatan SPM-LS yang berkaitan dengan 
belanja pegawai, Bendahara kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo dapat mencapai target waktu 
yang telah ditetapkan oleh KPPN selaku perwakilan dari Dirjen PerBendaharaan Negara yaitu tanggal 1 
sampai dengan 10 di awal bulan, yang pengerjaannya setipa bulannya disesaikan rata-rata 5 hari kerja di 
awal bulan, baik itu pada anggaran tahun 2010 maupun 2011. Dalam kegiatan untuk penyelesaian SPM-
LS yang berkaitan dengan rekanan/pihak ketiga untuk kegiatan belanja modal, sesuai target dapat 
dicapai dalam waktu 2 hari kerja, pada saat pegerjaan SPM-LS tersebut sebelumnya Bendahara akan 
memeriksa kelengkapan berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai yang telah dijelaskan diatas. 
Sedangkan untuk pembayaran atas SPM-LS tersebut Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri 
Kelas I B Palopo akan langsung melaksanakannya setelah dana yang ada pada Bendahara telah diambil. 
Untuk itu pengecekakn terhadap ketersediaan dana yang ada pada rekening Bendahara dilakukan 1 ahari 
setelah penyelesaian SPM-LS tersebut, atau setelah SP2D dari KPPN telah diteria oleh Bendahara 
Pengadilan Negeri Kelas I B   Palopo. 
Untuk pengambilan uang persediaan untuk keperluan belanja rutin berdasarkan kegiatan belanja 
barang juga dilaksanakan dalam jangka waktu 1 hari setelah penyelesaian SPM-LS tersebut, atau setelah 
SP2D dari KPPN telah diterima oleh Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sesuai dengan 
stndar prosedur yang ada, yang kemudian uang tersebut akan langsung dimasukkan di dalam brankas 
Bendahara Pengeluaran. Dan hanya dilakukan pada saat persyaratan untuk pembayaran kepada pihak 
ketiga telah terpenuhi. 
Pada saat melakukan pembayaran terhadap pengajuan kuitansi pada Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara akan memeriksa kuintansi tersebut sebelum membayarkannya baik itu dalam kebenaran isi 
kuitansi maupun dalam hal kewajibanyang telah diselesaikan oleh pihak yang dilakukan 
pembayarannya. Setelah itu Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sebagai pemungut pajak 
juga akan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak jika ada yang kemudian akan langsung 
disetorkan ke dinas yang terkait. Jika penyetoran itu terkendala waktu jam  kerja maka penyetorannya 
akan dilaksanakan pada jam kerja dinihari berikutnya. 
Untuk pencatatan dan pembukuan dilaksanakan sesaat setelah SP2D diterima, ataupun pada saat 
setelah penerimaan atas PNBP. Untuk kegiatan yang berdasarkan pembayaran kuitansi, pencatatannya 
dilakukan setelah pembayarandan penomeran terhadap kuitansi tersebut dilakukan yang kemudian 
dilanjutkan dengan kegiatan persiapan/penatausahaan. Arsip yang ada baik itu berupa kuitansi, SPM-
SP2D maupun bukti penerimaan dilakukan setelah arsip/berkas tersebut diterima. Agar surat-
surat/berkas tersebut tersimpan dengan baik maka akan di dokumentasikan secara terpisah yaitu 
pemisahan antara bukti pengeluaran/kuitansi, SPM-SP2D LS, SPM-SP2D UP, faktur pajak dan bukti 
penerimaan untuk tahun anggaran berjalan dan disimpan denga rapi didalam rak arsip Bendahara. Hal ini 
dilakukan untuk mempermudah pada saat proses pencarian data ketika dibutuhkan. Untuk Arsip Data 
Komputer (ADK), data disimpan dalam satu folder yang berisi semua kegiatan kebendaharaan yang 
mencangkup pencacatan. 
Untuk pencacatan, dapat dibuatkan rumus sebagai berikut :     
                          Realisasi 2010 + Realisasi 2011 
Realisasi = 
                                                       2 
Dalam realisasi kegiatan nya dapat dibuatkan penialian sebagai berikut : 
100 = Buku tersedia dan terisi 
50 = Buku tersedia tetapi tidak terisi 
0 = Buku tidak tersedia sehingga tidak tersedia 
Dan untuk melihat persentase capaian kegiatan pencatatan/pembukuan maka dapat dibuatkan 
rumus  : 
                                                                        R 
                    Capaian Kegiatan (CK) =                    × 100 % 
                                                                      200 
Dengan rumus dan penilaian seperti tersebut diatas maka dapat dibuatkan tabel kegiatan 
pencacatan sebagai berikut : 
Tabel Kegiatan Pencatatan 
No Kegiatan 
Realisasi kegiatan Capaian Kegiatan 




Buku Kas Umum 
Buku Pembantu UP 














Buku Pembantu Kas 
Buku Pembantu LS 
Buku Pembantu Bank 













           Total Capaian                                                                                                                              550 
 
 
Seperti terlihat dalam  tabel di atas, dapat terlihat bahwa Bendahara pada kantor Pengadilan 
Negeri Kelas I B Palopo telah mengisi semua buku yang ada kecuali Buku Pengawasan Anggaran. 
Kegiatan pencatatan ke dalam BKU dan Buku Pembantu untuk tahun 2011. Salah satu pendorong utama 
peningkatan kerja itu karena pencatatan dalam pembukuan sudah dilakukan secara elektronik atau 
komputerasi sehingga bias lebih terprogram dan lebih cepat, sedangkan untuk tahun 2010 masih 
menggunakan manual diman buku-buku yang ada dalam suplay dari pusat sehingga Bendahara bertugas 
untuk mengisi buku-buku tersebut. Selain BKU dan Buku Pembantu terdapat pula Buku Pengawasan 
Anggaran Belanja, tetapi uku ini tidak terisi karena keterbatasan pengetahuan dari Bendahara terhadap 
tata cara pengisian dan juga kurangnya sosialisasi tentang buku pengawasan anggaran tersebut, selain itu 
adanya anggapan bahwa buku pembantu sudah dapat mewakili fungsi dari buku pengawasan anggaran. 
Dari capaian kinerja yang didapat maka dapat dilakukan perhitungan terhadap evaluasi kinerja 
bendahara berdasarkan kegiatan pencatatan/pembukuan, dengan rumus : 
                                                     Total Capaian Kegiatan 
Evaluasi Kinerja (EK) =                                                          × 100 % 
                                                        Total Nilai Kegiatan 
Untuk membuat ukuran capaian hasil evaluasi, digunakan skala pengukuran kinerja. Skala 
pengukuran kinerja yang dimaksud adalah dengan skala pengukuran ordinal, yaitu : 
85% s/d 100%       =  Sangat Baik 
70% < X < 85 %   =  Baik 
55% < X < 70%    =  Cukup 
X <55%                =  Kurang   
Dengan rumus tersebut maka dapat dilakukan perhitungan untuk pengukuran kinerja dalam 
kegiatan pencatatan/pembukuan oleh Bendahara pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo 
sebagai berikut : 
                                                550 
Evaluasi Kinerja (EK) =                    × 100 % 
                                                700 
                                       = 78,57 % 
Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bendahara dalam hal pencatatan 
termasuk kategori Baik, dan dari tahun 2010 terjadi peninkatan kerja ke arah positif. Pencatatan yang 
dilakukan Bendahara di dalamnya juga sudah termasuk no SP2D dan no cek sehingga data yangada 
semakin jelas dan mempermudah untuk menelusuri alur kegiatan dari pendokumentasinya. 
Pada saat akhir tahun anggaran sisa dana yang ada akan disetorkan ke kas Negara. Berdasarkan 
ketentuan yang berlaku, kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan sebelum tanggal 25 di bulan 
desember. Dan pada tahun anggaran 2010 kegiatan penyetoran dilaksanakan  pada tanggal 20 bulan 
desember, sedangkan untuk tahun anggaran 2011 dilaksanakan pada tanggal 24 di bulan desember. 
Dalam melaksanakan penyetoran sisa dana sebelumnya Bendahara harus sudah memastikan bahwa tidak 
akan ada lagi pengeluaran yamg akan dibebankan untuk tahun anggaran berjalan. 
Dalam hal Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara, Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I B 
Palopo membuatnya setiap awal bulan berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu. Berdasarkan 
ketentuan yang berlaku bahwa Laporan Pertanggungjawaban selambat-lambatnya 10 hari kerja di awal 
bulan. Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo untuk tahun 2010 rata-rata menyerahkan laporan 
pertanggungjawaban pada hari kerja ke 2 di awal bulan, sedangkan untuk tahun 2011 terjadi penurunan 
yaitu rata-rata dilakukan pada hari kerja ke 5 di awal bulan, akan tetapi walaupun terjadi penurunan 
namum tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga masih mendapat kategori “Baik”. 
Dalam hal kelengkapan isi dari laporan pertanggungjawaban berdasarkan aturan dan ketentuan yang 
berlaku maka dapat dibuat penilaian tersendiri dengan membuat kategori untuk penilaiannya yaitu : 
100 = Terisi atau disertakan dalam laporan setiap bulan 
50  =  Hampir terisi atau disertakan dalam laporan setiap bulan 
0    =  Tidak terisi atau tidak disertakan dalam laporan 
Berdasarkan isi dari laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan maka dapat dibuatkan tabel 
seperti di bawah ini : 










Buku Pembantu kas tunai dan bank 
Buku Pembantu UP 
Buku Pembantu LS-Bendahara 
Buku Pembantu Pajak 
















Total Capaian                                                                                                             400 
 
Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kegaiatan pada laporan pertanggungjawaban 
adalah sama dengan rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kegiatan dalam 
pencatatan/pembukuan kegiatan, yaitu : 
                                                     R 
Capaian Kegiatan (CK) =                    × 100 % 
                                                   200 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ditahun 2010 isi dalam laporan pertanggungjawaban 
bendahara pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo masih bias dianggap belum memuaskan itu 
dikarenakan selain belum terisinya secara rutin buku pembantu yang ada juga dianggap penting untuk 
melaporkan keadaan pada buku pembantu sehingga isi laporan pertanggungjawaban hanya mengacu 
pada Buku Kas Umum, setelah ada sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan oleh KPPN setempat tentang 
tata cara pelaporan pertanggungjawaban Bendahara untuk tahun 2011, maka Bendahara Pengadilan 
Negeri Kelas I B Palopo mulai memperbaiki kerja pembukuannya untuk menunjang kelengkapan isi dari 
laporan pertanggungjawabannya. 
Sama halnya dengan pencatatan, untuk membuat capaian hasil evaluasi terhadap laporan 
pertanggungjawaban Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, digunakan skala pengukuran 
kinerja. Skala pengukuran kinerja yang dimaksud adalah dengan skala pengukuran ordina, yaitu :    
85% s/d 100%       =  Sangat Baik 
70% < X < 85 %   =  Baik 
55% < X < 70%    =  Cukup 
X <55%                =  Kurang   
Dan dengan rumus tersebut maka dapat dilakukan perhitungan untuk pengukuran kinerja dalam 
kegiatan laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo 
sebagai berikut 
                                                            400 
Evaluasi Kinerja (EK) =                    × 100 % 
                                                500 
                                       =    80 % 
 
Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bendahara Pengadilan Negeri Kelas I 
B Palopo dalam kegiatan laporan pertanggungjawaban dapat dinilai “Baik”. Laporan yang dibuat oleh 
Bendahara kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo dilakukan berdasarkan keadaan keuangan yang 
sebenarnya berdasarkan aktivitas yang terjadi baik dalam hal pengeluaran maupun penerimaan. Baik 
BKU dan Buku Pembantu di tanda tangani oleh Bendahara dan KPA yang kemudian akan diarsipkan. 












KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan. 
Dari pembahasan yang telah diuraikan dari pembahsan sebelumnya maka dapat diambil beberap 
ksimpulan yang dapat ditarik yaitu : 
1. Bahwa Bendahara Pengadilan negeri Kelas I B Palopo telah menunjukkan kinerja yang baik. 
Kegiatan kebedaharaan berdasarkan Undang-undang nomor 17 dan tahun 2003 dan Undang-
undang nomor 1 tahun 2004 menjadi tugas bedahara yaitu antara lain menerima, menyimpan, 
menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sudah 
dapat dijalankan dengan baik. 
2. Berdasarkan penilaian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terjadi peningkatan kinerja pada 
tahu 2011 dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sangat penting karena akan berkaitan dengan 
pembuatan laporan keuangan yang akan dibuat. 
3. Bendahara Pengadilan negeri Kelas I B Palopo berupaya melaksanakan aktivitasnya berdasarkan 
target guna pencapaian kerja yang tepat dan efisien baik dalam aktivitas penerimaan,pencatatan, 
peñatausahaan maupun dalam aktivitas pelaporan pertanggungjawaban. 
4. Dalam aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh Bendera Pengeluaran, kegiatan dilakukan 
setelah semua persyaratan terpenuhi baik itu dalam kelengkapan bukti pembayaran, faktur pajak 
(jika ada) dan ketersediaan dana pada DIPA dan kas bendahara, yang kemudian setelah itu akan 
langsung dilakukan pencatatan dan perisiapan sehingga semua terlaksana secara sistematis. 
5. Untuk aktivitas penerimaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerima, Bendahara Penerima 
akan langsung menyetorkan uang yang diterimanya ke Kas Negara. Hal itu dilaukukan untuk 
meminimalkan permasalahan yang bias saja terjadi akibat pemyimpanan uang tersebut, dan akan 
langsung dicatat baik itu dalam hal penerimaan maupun penyetoran 
6. Kekurangan yang terjadi dalam hal pencatatan maupun dalam hal pelaporan didasari karena 
kurangnya pengarahan maupun sosialisasi yang didapat oleh Bendahara Pengadilan Negeri 
Kelas I B Palopo dan juga anggapan-anggapan lain yang merupakan kurangnya pengetahuan 
dari Bendahara Pengadilan  Negeri Kelas I B Palopo yang kemudian dalam beberapa kegiatan 
sudah dilakukan perbaikan. 
7. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sudah mencakup 
semua buku pembantu yang ada,sehingga laporan pertanggung jawaban dianggap jelas dan baik. 
5.2. Saran-saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan,maka penulis mengemukan beberapa saran sebagai 
berikut : 
1. Diharapkan kepada bendahara agar dapat membuat dan mengisi semua buku pembantu, 
karena secara tidak langsung semua buku pembantu akan memberikan kemudahan bagi 
bendahara dalam kegiatan kebendaharaannya, terutama pada saat menelusuri histori dari 
suatu aktivitas kebendaharaan. 
2. Alangkah baiknya jika bendahara harus memperdalam ilmu kebendaharaan baik itu melalui 
buku-buku kebendaharaan baik itu melalui buku-buku kebendaharaan yang berlaku, maupun 
dengan mengikuti pelatihan-pelaatihan kebendaharaan yang ada. 
3. Diharapkan Bendahara dapat terus meningkatkan kinerjanya guna mencapai aktivitas 
kebendaharaan yang baik guna membantu dalam membuat laporan 
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